BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Sub Bidang Pembagian

Pengembangan Potensi Pendapatan Bapenda Kota Padang dapat disimpulkan

beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran belum maksimal karena terjadi
naik turun atau fluktuatif.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penerapan
Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari Pajak Restoran yaitu, kurangnya kesadaran dan pemahaman,
banyak pemilik restoran yang belum sepenuhnya memahami peraturan
baru atau keuntungan dari kepatuhan pajak. Minimnya sosialisasi dan
edukasi mengenai Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 berkontribusi
pada kurangnya pemahaman dan kepatuhan. Serta, upaya Menghindari
Kewajiban Pajak yaitu beberapa restoran mencoba menghindari kewajiban
pajak dengan tidak melaporkan seluruh pendapatan atau menggunakan
praktik akuntansi yang tidak sesuai, yang mengurangi potensi pendapatan
yang seharusnya diterima. Pengawasan dan Penegakan Hukum adanya
tingkat kepatuhan yang Tidak Konsisten yaitu pengawasan kepatuhan
pajak restoran memerlukan upaya intensif. Kesulitan dalam melakukan

audit dan verifikasi secara menyeluruh dapat menyebabkan
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ketidakmerataan dalam penegakan hukum, dan tantangan dalam

Penegakan Sanksi yaitu menerapkan sanksi atau denda bagi restoran yang

melanggar peraturan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk

masalah hukum, administratif, atau resistensi dari pihak-pihak yang tidak
patuh.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi

Kendala- kendala penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan

Pendapan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan edukasi, mengadakan sosialisasi tantang Perda Nomor
1 Tahun 2024 kepada pemilik restoran, pengelola, dan masyarakat
umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak
dan retribusi serta manfaatnya dan menyediakan pelatihan bagi pemilik
restoran mengenai pengelolaan pajak yang baik, termasuk cara
perhitungan dan pelaporan yang baik dan benar.

b. Peningkatan infrastruktur dan teknologi, sistem informasi pajak,
menerepkan sistem informasi pajak berbasis teknologi yang
memudahkan restoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara
online dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pengumpulan
pajak, seperti sistem e-billing serta e-payment

Cc. Pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan pengawasan,
menambah jumlah petugas pengawas untuk memastikan restoran
mematuhi ketentuan perpajakan dan retribusi dan menindak tegas

pelanggaran terhadap Peraturan daerah dengan memberikan sanksi
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yang sesuai, seperti denda atau tindakan admistratif lainnya.seperti
halnya dengan restoran yang menunggak pembayaran pajak, bapenda
akan melakukan tindakan,tindakan yang pertama yaitu dengan teguran
kepada pihak restoran yang menunggak bayar pajak apabila teguran ini
dihiraukan oleh pihak restoran yang menunggak bayar pajak maka
akan dilakukan pemasangan plang menunggak bayar pajak maka akan
dilakukan pemasangan plang atau penempelan stiker yang
bertuliskan”’Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak
Daerah,”. Jika pemasangan plang atau penempelan stiker ini masih
tidak ditindaklanjuti oleh pihak restoran yang menunggak bayar pajak
maka akan dilakukan tindakan akhir yaitu penutupan paksa atau

pencabutan izin usahanya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran

kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

terhadap pemungutan pajak restoran agar terlaksana dengan semestinya, yaitu
sebagai berikut:

1. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah dari pajak restoran. Pemerintah perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap penerapan kebijakan ini , karena segala
sistem yang tercantum di dalam kebijakan tersebut belum terlaksana

dengan dengan sepenuhnya di lapangan.
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2. Pemerintah perlu lebih aktif lagi dalam menyampaikan kebijakan atau
peraturan kepada masyarakat khusunya pada wajib pajak di kota padang
serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap peraturan tersebut
berdasarkan situasi nyata di lapangan untuk menghindari adanya konflik
ditengah masyarakat yang disebabkan karena ketidakpatuhannya terhadap

peraturan yang ditetapkan.
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